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ABSTRAK

Hukum waris memegang peran yang sangat penting adanya peristiwa hukum
dalam kehidupan manusia yang terjadinya kematian. Adanya ketidak
sinkronisasi dalam peraturan hukum waris yaitu antara Bapenda Kota
Palembang Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 dengan
sistem peralihan hak yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 16 Tahun 2021. Maka dari itu, adanya ketidakpastian hukum tentang
peralihan hak waris, Sistem peralihan hak waris tersebut belum terjadi titik
temu mengenai aturan yang berlaku yang ada di Kantor Bapenda Kota
Palembang dan aturan sistem yang berlaku di Kantor Pertanahan Kota
Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan
mengenai Peraturan BPHTB dalam peralihan hak waris dan mengkaji dan
menjelaskan urgensi sinkronisasi sistem validasi BPHTB Waris. Penelitian ini
merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-
undangan, konseptual dan kasus. Adapun hasil penelitian ini adalah pada
Peraturan BPHTB ahli waris membayar pajak 2 kali dan tidak ada sinkron

isasi antara sistem validasi yang ada di Bapenda Kota Palembang yang sudah
berstatus tervalidasi sedangkan di sistem Pertanahan Kota Palembang masih
berstatus tidak tervalidasi.

Kata Kunci: Ahli Waris; Proses Peralihan Hak Waris; Notaris.
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ABSTRACT

Inheritance law plays a very important role in the existence of legal events in
human life where death occurs. There is a lack of synchronization in the
inheritance law between the Regional Revenue Agency of Palembang City in of
the Regional Regulation of Palembang City No. 3 of 2021 and the rights transfer
system of the National Land Agency of Palembang City in of the Regulation of the
Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land
Agency No. 16 of 2021. Therefore, there is legal uncertainty regarding the
transfer of inheritance rights. The system for transferring inheritance rights has
not yet reached a meeting point regarding the applicable regulations of the
Regional Revenue Agency of Palembang City and those of the National Land
Agency of Palembang City. This study was aimed at examining and explaining the
Regulation of Land and Building Rights Acquisition Fees in the transfer of
inheritance rights and examining and explaining the urgency of synchronizing the
inheritance validation system. This was a normative juridical study with statutory,

conceptual and case approaches. The results of this study showed that in the

Regulations of Land and Building Rights Acquisition fees, the heirs should pay
taxes twice and there was no synchronization between the validation system in the

Regional Revenue Agency of Palembang City having a validated status, while the

system in the National Land Agency of Palembang City showing an invalidated
status.

Keyword: Heirs; Inheritance Right Transfer Process; Notary.
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BAB1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Hukum waris memegang peran yang sangat penting. Sebab
sangat keterkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, dan
setiap manusia yang hidup mengalami peristiwa hukum yang disebut
dengan kematian.! Dikemukakan Subekti bahwa “Hukum waris
perdata didasarkan pada prinsip bahwa hanya Hak dan kewajiban
yurisdiksi, dan hanya aset properti nyata, yang dapat di warisi”.?2 Hak
dan kewajiban dalam bidang hukum keluarga dengan demikian pada
dasarnya merupakan Hak individu. Oleh karena itu hak dan kewajiban
selaku pewaris yaitu sebagai seorang suami atau sebagai seorang
ayah tidak dapat di wariskan, begitu juga sebagai anggota suatu
perkumpulan.

Pembagian harta waris yang adil sesuai dengan hukum yang
berlaku adalah yang terdepan dalam proses pewarisan. Keberadaan
hukum waris sangat penting dalam proses pembagian waris, karena
keberadaannya dapat menciptakan tatanan hukum dalam kehidupan

masyarakat. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan

! Zeta Fadilah Inge Putri, 2019, “Kedudukan Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda
Dalam Hukum Islam,” Repertorium jurnal limiah Hukum Kenotariatan, Vol.8 No.l Mei:1-
15.

2 Elviana Sagala, 2018, “Hak Mewaris Menurut Hukum Waris Perdata” Jurnal
Ilmiah "Advokasi", Vol. 06. No. 01 Maret: 1-9.



anak dan membina kesinambungan dalam keturunan. Suami istri
tentunya mendambakan kehadiran keturunan ahli waris, tempat kasih
sayang dan perekat perkawinan. Anak adalah titipan dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada harkat dan martabat semua
manusia. Keberadaan anak memegang peranan yang sangat penting
dalam hukum waris. Keberadaan anak secara langsung mengarah
pada proses pewarisan antara orang tua dan anak. Pengalihan harta
warisan dari orang tua kepada anak harus dilakukan dengan baik
sesuai dengan hukum vyang berlaku, dengan mengutamakan
musyawarah untuk mencapai kesepakatan.® Berdasarkan ketentuan di
atas kewarisan dikarenakan adanya kematian artinya harta yang di
dapatkan oleh orang tua otomatis berpindah alih ke anaknya selaku
ahli waris, Menurut ketentuan hukum waris dalam perolehan Hak
karena waris yang masih hubungan keluarga sedarah dalam segaris
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
Terdapat perbedaan pengaturan mengenai harta bersama
dalam KUHPerdata dan dalam Undang-Undang Perkawinan. Cakupan
harta bersama dalam KUHPerdata berbeda dengan cakupan harta
bersama dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 119
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa, mulai saat

perkawinan di langsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat

8 Muchtar Anshary Hamid et.all, 2020, “Implikasi Hukum Putusan Pengadilan
Terhadap Pembatalan Perkawinan", Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, no. 4 Juni: 356-
363.



antara kekayaan suami-istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian
kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta
kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh
ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan
istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari
ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian
kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUHPerdata.
Sedangkan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut
diatas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa
Hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama
merupakan Hak asasi, maka perlu dipertegas luas lingkup hak milik
pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. berdasarkan
perkawinan sesungguhnya yaitu berkaitan dengan hak milik pribadi
suami atau istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara
suami dan istri selama dalam perkawinan. Oleh karena itu, menurut
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta
bersama selama perkawinan dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing
suami atau istri. hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik

bersama sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang luas



ruang lingkupnya agar tidak bertentangan dan benturan Hak milik
antara keduanya.*

Perolehan hak kewarisan diakibatkan kematian otomatis
beralih pewarisan hak terhadap ahli waris atas Harta Bersama.
Peralihan Hak pewaris ke ahli waris, ahli waris wajib membayarkan
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk
menjadi Harta Bersama. kewarisan memiliki banyak jenisnya yaitu
Kompilasi Hukum Islam (KHI), Waris Adat, Waris Islam, Waris Perdata
Barat. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah orang-
orang yang akan menerima Hak pemilikan harta peninggalan
pewaris.® Waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan Hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,
menentukan siapa-siapa yang berhak yang menjadi ahli waris, dan
berapa bagian masing-masing.® Pada Hukum Waris Perdata Barat
dikenal dua cara pembagian warisan untuk ahli waris yaitu : secara ab
intestato (ahli waris mempunyai hubungan darah dan hubungan
perkawinan dengan pewaris) dan secara testamentair/surat wasiat

(ahli waris ditentukan oleh pewaris dalam surat wasiat).? ketentuan

4 Evi Djuniarti, 2017, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-
Undang Perkawinan Dan KUHPerdata”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.17, no. 4:
445-461.

> Naskur. 2016, “Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Al-
Syir’ah Vol. 6, no. 2: 88-100.

6 Badrah Uyuni et all, 2021, “Penerapan hukum waris islam dikalangan ummat
islam” El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah 5, no. 1: 19-32.

7 Indah Sari, 2014, “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan
Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol.
5, no. 1: 1-20.



umum mengenai kewarisan ini, yaitu : Hukum Kewarisan adalah
hukum yang mengatur tentang pemindahan Hak pemilikan harta
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak
menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Waris
Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis keturunan tentang
sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan
waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan
dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.8

Berdasarkan pengertian di atas mengenai pemisahan dan
peralihan hak waris diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 94 ayat (2) poin (b) mengenai pemisahan
Sebagian dan ayat (3) pada poin (a),(b) mengenai peralihan hak
karena pewarisan dan pembagian hak bersama. menurut penjelasan
di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadinya peralihan Hak
karena pewarisan dan untuk mendapatkan hak pewaris dari pewaris
kepada ahli waris pembagian hak bersama atas ahli waris terhadap
pembagian Hak Bersama yang akan diwarisi para oleh pewaris untuk
mendapatkan warisan yang sudah disepakati dari pembagian Hak

Bersama dialihkan hak pewaris ke ahli waris.

8 Hilman Hadikusuma, 2015 Hukum Waris Adat, Cetakan ke 8 (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, hlm. 7.



Peralihan hak atas tanah dengan cara pendaftaran peralihan
hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah
didaftar wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah yang
bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat
yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat
sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.
Pemindahan dapat dilakukan jika adanya status hukum pihak yang
menguasai tanah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas
tanah yang tersedia, dan pemegang hak atas tanah tersebut bersedia
untuk memindahkan haknya.®

Untuk menjamin adanya kepastian hukum surat tanda bukti
sebagai ahli waris digunakan, pembagian menurut ahli waris yang
lain yang secara hak bersama pembagian dalam akta pembagian
dalam hak bersama tetapi menurut Pasal 111 ayat (5) Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tetap pembagian salah satu
pewaris atas Harta Bersama.

Sedangkan jika penerima warisan lebih dari satu orang dan
waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta
pembagian waris yang memuat keterangan bahwa Hak atas tanah itu

dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan

 Christiana Sri Murni, 2020, “Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena
pewarisan.” Lex Librum : Jurnal Imu Hukum 6, no. 3: 129-144,



surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris
tersebut. Akan tetapi, jika menurut akta pembagian waris, warisan hak
atas tanah harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan
atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, maka
didaftarkan peralihan hak kepada para penerima waris yang berhak
sebagai Hak Bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai
ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.!® Berdasarkan
penjelasan di atas ahli waris dapat hak warisan atau kepada ahli waris
yang lain.

Salah satu contoh pewaris memiliki ahli waris 9 orang memiliki
hak bersama, 5 orang ingin melepaskan hak warisnya dan kepada 4
orang masih mempertahankan ahli waris. Masing-masing ahli waris
memiliki Haknya yang sama dan tertera di dalam akta belum
pembagian dan pemecahan hak bersama, namun dengan adanya
peralihan Hak dari pewaris berpindah Haknya ke ahli waris, maka ahli
waris berkewajiban untuk membayar pajak BPHTB 1x barulah beralih
hak pewaris ke ahli waris. Sedangkan beberapa 4 orang Ahli waris
mempertahankan haknya bersama di dalam akta. Hal tersebut
berhubungan dengan ketentuan Pasal 111 ayat (5) menurut

pembahasannya pembagian dapat dialihkan jatuh ke salah satu orang

10 Saufa Ata Taqiyya, “Ini Langkah-Langkah Mengurus Sertifikat Tanah Warisan,”
PertanahandanProperti,2021,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t52
71e6c498f1b5/ini-langkah-langkah-mengurus-sertifikat-tanah-warisan/.



ahli waris. Hal tersebut pewaris hanya dapat dilakukan hanya satu
orang alih waris saja.

Proses pewarisan berupa tanah sering terjadi dalam kehidupan
masyarakat, mengingat tingginya nilai ekonomis yang dimiliki oleh
tanah tersebut. Apabila ahli waris hanya menyertakan surat
keterangan waris, maka Hak atas tanah tersebut masih berstatus
kepemilikan bersama-sama. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan
pejabat yang berwenang membuat Akta Pembagian Hak Bersama.!!

Berdasarkan pengertian tentang peralihan hak terhadap ahli
waris. ahli waris berkewajiban untuk melakukan peralihan Hak
terhadap atas harta peninggalan pewaris melalui sistem validasi
BPHTB pada Bapenda Kota Palembang supaya terjadinya peralihan
pewaris ke ahli waris. Ahli waris wajib membayar pajak yang
terhutang supaya pada saat melakukan peralihan hak dari pewaris ke
ahli waris dapat beralih haknya dan setelah ahli waris beralih haknya
atas balik nama dari pewaris ke ahli waris supaya dapat validasi ke
Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Selama ini, praktik pendaftaran tanah yang berkaitan dengan
peralihan hak waris selalu di kaitkan dengan pembuatan akta
pembagian harta bersama oleh PPAT yang tentunya dengan sistem

pembayaran BPHTB hibah kesalah satu ahli waris lainnya. Tentunya

11 Tatik Arjiati et all, 2017, “Peran notaris/ppat dalam pembuatan akta pembagian
hak bersama (APHB) terhadap pembagian waris yang berbeda agama atas tanah dan
bangunan.” Jurnal Akta Vol. 4 No. 1 : 75-18.



dalam praktik hal ini memperatkan para pemohon karena diharusnya
membayar lebih dari yang harus dibayarakan. Sehingga banyak
sekali orang-orang yang pada akhirnya tidak melakukan pendaftaran
tanah untuk ke salah satu ahli waris saja.

Dengan adanya peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16
Tahun 2021 yang menjadi vasilitas untuk masyarakat agar dapat
melakukan transaksi pendaftaran tanah karena waris dapat
diakomodir dengan baik, akan tetapi adanya perbedaan aturan
Berdasarkan pengertian sistem peralihan hak waris tersebut terjadi
ketidak sinkronisasi antara Bapenda Kota Palembang yang diatur
berdasarkan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3
Tahun 2021 dengaan sistem peralihan hak yang ada di Kantor
Pertanahan Kota Palembang yang diatur dengan Pasal 111 Peraturan
Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 111 ayat (4) Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga
atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang
ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang pendaftaran tanah. Ketentuan tersebut menujukan bahwa, ahli
waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan,

maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris
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sebagai kepemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat
dilakukan melalui pembagian hak bersama sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.!?

Apabila dalam pembagian waris, beberapa ahli waris
beberapa/Sebagian mendapatkan ahli waris kepada salah
satu/sebagian ahli waris lainnya tetap ingin mempertahankan hak
warisnya. Maka dalam hal ini semua ahli waris harus membuat
kesepakatan bersama yang sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdata dan
kesepakatan bersama tersebut diketahui oleh Notaris dan
berdasarkan akta pembuatan hak bersama dihadapan PPAT.

Dengan adanya akta pembagian hak bersama secara jelas
dimana subyek ada peralihan penyerahan waris dulu. Beban ahli
waris akan langsung dibebankan ahli waris lainnya. Tujuan untuk
memudahkan kepemilikan ahli waris. Tanggung jawab ahli waris
terhadap pewaris dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu hak
berpikir yang tertuang dalam Pasal 833 dan Pasal 855 KUHPerdata
bahwa seseorang atau orang-orang yang terpanggil untuk mewaris,
demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban dari pewaris,

tanpa ahli waris harus berbuat apa-apa bahkan ahli waris tidak

12 Kementerian ATR Kepala Badan Pertanahan, “Peraturan Menteri Agraria Dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksa,” 2021, no. 3: 1-
47.
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menyadari hal itu.!® Beralihnya harta warisan kepada ahli waris akan
menimbulkan kepemilikan bersama terhadap harta
tersebut. Kepemilikan bersama atas suatu benda adalah keadaan
terhadap satu hak kebendaan dipunyai oleh dua orang atau
lebih. kepemilikan bersama dimana peserta hanya terikat oleh
hal, bahwa mereka adalah pemilik bersama. Pemilikan bersama
terjadi karena sebatas hubungan antara pemegang hak dengan suatu
benda. Pemilikan bersama terjadi karena akibat dan adanya
hubungan hukum antara mereka yang mempunyai hak bersama
tersebut.!4

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah
diuraikan diatas, dapat di pahami bahwa pentingnya kedudukan
Notaris dalam proses peralihan hak waris selaku penghubung bagi
para pihak, juga sebagai bentuk perikatan yang memberikan jaminan
dan perlindungan hukum bagi pihak yang membuatnya. Peraturan
Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota
Palembang Nomor 63 Tahun 2018 tentang Persyaratan, Mekanisme,

dan prosedur Pemungutan BPHTB. Oleh karena itu maka peneliti

13 Vicky Taroreh et all, 2019, “Tinjauan yuridis terhadap pembagian warisan
kepada anak dari pasangan berbeda ibu ditinjau dari kitab undang-undang hukum
perdata.” Jurnal Lex Privatum Vol. IX, no. 11 Oktober :1-9.

14 Anisa Rahman et all, 2019, “Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama Dalam
Peralihan Tanah Karena Pewarisan Di Kota Bukittinggi”, Jurnal Cendekia Hukum Vol. 5,
no. 1 September : 65-76.
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tertarik untuk melakukan penelitian hukum dan menyusunya dalam
tesis dengan judul “INTEGRASI VALIDASI BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PEROLEHAN HAK WARIS
BERDASARKAN AKTA KESEPAKATAN PEMBAHIAN HARTA WARIS

DAN AKTA PELEPASAN HAK SEBAGIAN AHLI WARIS”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi

rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang dibuat dalam pembagian dan peralihan hak waris
masih menjadi Hak Bersama para ahli waris ?

2. Apa urgensi sinkronisasi sistem validasi Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Waris di Kantor Bapenda Kota Palembang

dan Kantor Pertanahan Kota Palembang ?

C.Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar
mengenai sasaran yang hendak dicapai dan memberikan arah dalam
pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai
penulis melalui penelitian ini adalah :

a) Untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai pengaturan BPHTB
yang dibuat dalam pembagian dan peralihan hak waris masih

menjadi Hak Bersama para ahli waris
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b) Untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai urgensi

sinkronisasi sistem validasi BPHTB Waris pada Kantor Bapenda

Kota Palembang dan Kantor Pertanahan Kota Palembang

2. Manfaat Penelitian

a)

b)

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
memberikan masukan untuk memperluas ilmu pengetahuan
hukum secara umum, terutama dibidang hukum pertanahan
yang melibatkan banyak pihak termasuk Notaris dan PPAT
yang merupakan pejabat umum yang berwenang melakukan
pemberesan terkait masalah pemeliharaan data pertanahan,
pemberian waris dalam pemecahan Sertipikat terhadap
peralihan Hak atas tanah pada khususnya.
Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap penelitian ini
diharapkan dapat memberikan masukan dan sumber
informasi bagi kalangan yang berhubungan dengan kalangan
kenotariatan yaitu :

1. Notaris dapat melakukan dalam pengetahuan dan
praktik untuk hal perpindahan dari Pewaris ke ahli waris

atas pemecahan dan peralihan hak sertipikat tanah.
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2. Ahli Waris dapat bisa melakukan dan memahami proses
administrasi atas peralihan hak sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Bapenda selaku perpanjang tangan dari Walikota
Palembang dapat membantu Wajib Pajak yang masih
awam dengan administrasi untuk peralihan hak BPHTB
Waris dan diharapkan agar peralihan Hak BPHTB Waris
dapat berkewajiban membayar pajak hanya satu kali
atas peralihan hak.

D. Kerangka Teoritis
Adapun kerangka teoritis yang digunakan oleh penulis
sebagai bentuk untuk menjawab permasalahan hukum yang
dikaji termasuk dalam pelaksanaan dalam menguraikan
penelitian terdiri dari Grand Theory, Middle Range Theory, dan
Applied Theory. Dalam pengkajian ini terdapat beberapa teori-
teori yang akan digunakan untuk mempertajamkan analisis untuk
dapat menjawab rumusan masalah di atas sebagaimana

diterangkan dibawah ini :

1. Grand Theory
Adapun teori yang digunakan sebagai Grand Teory
adalah Teori keadilan Hak yaitu memerlukan landasan teori

atau dukungan teori untuk menjawab persoalan untuk

membangun atau memperkuatkan kebenaran dari masalah
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yang di analisis.!® Salah satunya yaitu Teori Keadilan Hak.
Menurut Jhon Rawls,'® keadilan sebagai Fairness, “Keadilan
bila terjadi apabila setiap pihak memiliki posisi yang setara.
Kesetaraan artinya untuk mencari keadilan dengan tidak
memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas,
kekayaan, distribusi aset, juga mendapatkan keistimewaan
pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan,
kekuasaan dan kekuatan.

Rawls mengasumsikan setiap pihak tidak mengetahui
atau mengabaikan konsepsi mereka tentang kebaikan atau
kecenderungan psikologis khusus mereka. Bagi Rawis,!?
keadilan diputuskan di balik veil of ignorance yakni prinsip
dalam masyarakat untuk tidak memiliki jenis pengetahuan
tertentu yang mungkin membuat proses tawar-menawar
menjadi tidak adil. Setiap pihak diandaikan tidak
memperhitungkan posisi yang mereka pegang dalam
masyarakat.'® Oleh karena itu, dimana setiap orang
mempunyai posisi yang sama, tidak ada perbedaan

pangkat, status, kekuatan ataupun kemampuan, sehingga

15 Abdul Manan, 2006, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”, Asy-Syir’ah,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 370.

16 Zakki Adlhiyati et all, 2020, “Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian
Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls.” Undang: Jurnal Hukum
Vol. 2, no. 2: 409-431.

17 Oinike Natalia Harefa, 2020, “Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih,”
sundermann: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan 13,
no. 1: 39-47.

18 Ibid.
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setiap orang bisa membuat kesepakatan dengan orang lain
secara seimbang.!®

Konsep keadilan yang dikemukakan oleh john Rawl
tentang keadilan. Keadilan dapat dibagi menjadi dua
prinsip keadilan, dimana setiap orang memiliki hak yang
sama untuk mencapai kebebasan yang setara pada
keseluruhan sistem yang paling luas (equal liberty),
ketidaksetaraan dalam distribusi keadilan, namun hanya
bagi pihak yang dilindungi atau yang paling dirugikan
dalam masyarakat (difference principle). Konsep keadilan
“adil” secara legalitas, secara umum keadilan dan legalitas
yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia,
yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat
dijadikan sebagai payung hukum terhadap peraturan-
peraturan hukum nasional, peraturan hukumitu memiliki
daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam
peraturan hukum tersebut. Berdasarkan peralihan Hak atas
terhadap ahli waris dalam pemecahan Sertipikat dari orang
tua selaku pewaris sehingga mendapatkan Lkepastian
hukum dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata.

18 Ibid, Hlm. 420.
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2. Middle Theory (Teori Kepastian Hukum)

Dalam penulisan ini sebagai middle theory digunakan
Teori Kepastian hukum, adalah perihal (keadaan) yang
pasti, atau ketetapan. Hukum secara Hakiki harus pasti dan
adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena
pedoman kelakukan itu harus menunjang suatu tatanan
yang dinilai wajar.2’ Menurut Menurut Gustav Radbruch,
hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu
sebagai berikut: a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid).
Asas ini meninjau dari sudut yuridis. b. Asas keadilan
hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis,
dimana keadilan adalah kesamaan Hak untuk semua orang
di depan pengadilan. c. Asas kemanfaatan hukum (zwech
matigheid atau doelmatigheid atau utility). *

Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala
prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama
selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir
barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya
sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam

masyarakat.

2 Dominikus Rato, 2021, Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan, Dan
Memahami Hukum), Laksbang Pressindo, hlm. 314.

21 Eko Yulianto et all, 2019, Kepastian Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, Jurnal
Projudice : Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba, vol. 1 No. 1 Oktober: 20-38.
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Kepastian hukum secara normatif adalah Ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena
mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak
menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis, jelas
dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma
lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik
norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan
hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-
keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan
bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual
mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak
mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.2?

Berdasarkan hal terjadi ada tidak keserasihan antara
nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-
kaidah yang bersimpangsiur, dan pola perilaku tidak
terarah yang akan dapat menganggu kedamaian pergaulan
hidup, maka penegakan hukum menjadi tidak dapat
terwujud. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah
berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam

perjalanan dan penegakan hukumnya.

22 Kansil, 2009, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta: jala permata, hlm. 399-400 .
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3. Applied Theory

Untuk applied theory digunakan teori perpajakan,
dimana PPAT sebagai pejabat umum untuk membantu wajib
pajak untuk melakukan proses atas peralihan hak BPHTB
dan membantu menghitung jumlah pajak BPHTB wajib
pajak. Kesadaran wajib pajak untuk mengetahui,
memahami, dan mengerti tentang perpajakan dari
perhitungan, pembayaran pajak dapat berdampak
langsung pada pendapatan daerah dari sektor perpajakan.
Mengenai peralihan hak BPHTB waris, yaitu beralihnya hak
warisan dari pewaris keahli waris.

Menurut Adriani Pajak adalah “Iuran kepada Negara
yang dapat dipaksanakan yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas
Negara yang untuk menyelengarakan pemerintahan.23

Dari pengertian diatas pajak merupakan sumber
pendapatan yang utama dari penerimaan negara selain
sumber-sumber pendapatan lainnya untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan dalam rangka penyelengaraan

23R. Santoso Brotodihardjo, 2013, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Refika Aditama,

hlm. 2.
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pelayanan umum kepada masyarakat, pajak dapat
dipaksakan kepada wajib pajak terutang dan tidak
mendapatkan prestasi kembali.

Ada lima teori dalam pemungutan pajak yang
digunakan di Indonesia menurut Dwikora Harjo yaitu :

Teori asuransi, teori gaya pikul, teori kepentingan, teori
daya beli dan teori bakti.

- Teori asuransi adalah pembayaran pajak disamakan
dengan pembayaran dengan pembayaran premi,
seperti halnya perjanjian asuransi pertanggungan,
maka untuk perlindungan diperlukan pembayaran
premi.

- Teori gaya pikul menurut Prof. De Langen diartikan
sebagai besarnya kekuatan seseorang untuk dapat
mencapali pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya
setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan
primernya, menurut Mr. Aj Cohen Stuart menyamakan
gaya pikul dengan sebuah jembatan, yang pertama-
tama harus mendapat memikul bobotnya sendiri
sebelum dicoba untuk dibebaninya dan menyarankan
bahan yang sangat diperlukan untuk kehidupan
seseorang tidaklah harus dimasukkan kepada kas
Negara, menurut Mr. JHR Sinninghe Damste
menyatakan bahwa gaya pikul terjadi akibat dari
bermacam-macam komponen yakni (1) Pendapatan,
(2) Kekayaan dan (3) Susunan dari keluarga Wajib Pajak
itu dengan mengingat faktor-faktor yang
mempengaruhi keadaannya.

- Teori kepentingan Menurut teori ini Negara memungut
pajak karena Negara melindungi kepentingan jiwa dan
harta benda warganya, teori ini memperhatikan
pembagian beban pajak yang harus dipungut dari
seluruh penduduk.

- Teori Bakti mengatakan pada Negara mempunyai hak
mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak,
masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak
sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda
baktinya kepada Negara.
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- Teori Asas Gaya Dbeli mendasarkan bahwa
penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang
dianggap sebagail dasar keadilan pemungutan pajak
yang bukan kepentingan individu atau Negara. Teori ini
tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut
pajak, hanya melihat kepada efek yang baik itu sebagai
dasar Keadilan.?*

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus
berdasarkan pertimbangan dari lima teori di atas, hal ini
diartikan bahwa pajak merupakan pembayaran premi dari
rakyat kepada negara berdasarkan kepentingan masing
masing sebagai tanda Dbaktinya atas pelayanan
perlindungan keamanan jiwa, harta, dan lain-lain yang
diterima rakyat dari negara. Pembebanan pajak kepada
rakyat harus berdasarkan pertimbangan kemapuan rakyat
dalam membayar pajak serta berdasarkan asas keadilan
yang berlaku kepada seluruh rakyat Indonesia berdasarkan
peraturan dan poerundangan yang berlaku.

Dalam ketentuan Perpajakan di Indonesia, warisaan
yang belum terbagi termasuk ke dalam salah satu subjek
pajak yang wajib didaftarkan sebagai suatu Wajib Pajak
tersendiri untuk menggantikan pewaris yang sudah
meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7

24.

% Dwikora Harjo, 2019, Perpajakan Indonesia, Mitra Wacana Media penerbit, hlm.
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Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur
bahwa warisan yang belum terbagi merupakan salah satu
subjek pajak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan adalah harta warisan dari pewaris yang harus
dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum mereka
membagi-baginya. Kewajiban pajak bagi ahli waris dimulai
saat berasalnya warisan yang belum terbagi tersebut dan
berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Istilah
warisan yang belum terbagi juga dikenal sebagai undivided
inheritance. Inheritance atau warisan adalah properti
pewaris yang diberikan kepada ahli waris atas kematian
pemilik yaitu pewaris. Istilah warisan juga menunjuk pada
properti itu sendiri. Dapat disimpulkan juga bahwa
undivided inheritance adalah warisan yang belum dibagikan
kepada ahli waris. Alasan utama warisan yang belum
terbagi menjadi salah satu subjek pajak adalah agar
pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari
warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga
dengan tindakan penagihan selanjutnya.2?%

Berdasarkan pengertian mengenai pajak dan waris
diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak

merupakan kewajiban untuk membayar pajak dan sifat

% Hillary Febryna Rosalia, 2023, “Penyelesaian Permasalahan Utang Pajak Yang
Berasal Dari Warisan Yang Belum Terbagi Sebagai Subjek Pajak”, Jurnal Ilmu Sosial
dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2 Maret : 1-10.
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memaksa dan waris merupakan suatu peralihan hak
berpindah hak ke ahli waris dan berkewajiban untuk
membayar atas peralihan hak Pajak BPHTB Waris.
E. Definisi Konseptual
1. Integrasi
Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia
merupakan pembauran menjadi kesatuan.?® Berdasarkan
artikel mengenai sistem Integrasi merupakan sebuah
rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem
komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik
maupun secara fungsional.?’” Berdasarkan penjelasan diatas
penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem yang ada di
Kantor Bapenda Kota Palembang sudah terkoneksi atau
sudah host to host di Kantor Pertanahan Kota Palembang.
2. Validasi
Validasi merupakan penelitian/verifikasi atas bukti
pembayaran yang berupa Surat Setoran Pajak Daerah

(SSPD), yang dilakukan oleh petugas dinas/badan yang

%6 Kemendikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 2021, https://www.kbbi.web.id/.

2 Selvi, “Penerapan Integrasi Sistem dalam Pemerintahan”
<https://sulselprov.go.id/welcome/post/penerapan-integrasi-sistem-dalam-
pemerintahan> 26 November 2023.


https://sulselprov.go.id/welcome/post/penerapan-integrasi-sistem-dalam-pemerintahan%3e%2026
https://sulselprov.go.id/welcome/post/penerapan-integrasi-sistem-dalam-pemerintahan%3e%2026
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berwenang, antara lain untuk meneliti kebenaran atas nilai

yang digunakan untuk menghitung BPHTB.?2

3. Sinkronisasi
Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki,
Sinkronisasi merupakan menguji ke sinkronisasi peraturan
perundang-undangan, selain memahami jenis, hierarki,
dan asas-asas peraturan perundangg-undangan, juga perlu
untuk menelaah materi muatannya, dengan mempelajari
dasar ontologis lahirnya suatu undang-undang, landasan
filosofis undang-undang, dan ratio legis dari ketentuan
undang-undang, dikarenakan undang-undang dibuat oleh
wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat,
sedangkan regulasi tidak lain dari pada pendelegasian apa
yang dikehendaki rakyat.?°
F. Metode Penelitian

Penelitian hukum sebagai proses mengidentifikasi dan
mengambil informasi yang di perlukan untuk mendukung hukum

pengambilan keputusan, dalam arti luas penelitian hukum

2 Erwan Fitriady, 2023, “Harga Jual Beli (AJB) dikaitkan dengan Pajak
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)”. Notary Law
Journal Vol.2 Issue 3 July : 203-215.

29 Sahat M. Sihombing, 2021, “Analisis Sinkronisasi UU Nomor 20 Tahun 2011
Tentang Rusun Dengan Peraturan Tentang Pembangunan Rusun dikaitkan dengan
Kepastian Perlindungan Hukum Konsumen (Studi pada Rumah Susun DXKI Jakarta)”.
Jurnal Hukum : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat Vol.7 special issue
Februari : 223-234.
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termasuk setiap langkah dari suatu tindakan yang di awali
dengan analisis terhadap fakta-fakta masalah dan di akhiri
dengan aplikasi dan komunikasi hasil penelitian tersebut.3°
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah
yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan
literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan
yang penulis bahas.3!
2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Penelitian ini peneliti perlu memahami hirarki, dan
asas-asas dalam  peraturan perundang-undangan
mengenai yang bersangkutan dengan pemecahan
sertipikat waris serta berkaitan dengan jabatan notaris
yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

30 Peter Mahmud Marzuki, 2019, Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Makasar: Mirra
Buana Media, hlm. 214.

31 Irwansyah. 2021. Penelitian Hukum. Edisi Revi, Makasar: Mirra Buana Media,
hlm. 43.
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Yakni pendekatan untuk beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab
pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi acuan
untuk membangun agrumentasi hukum  Ketika
menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
Pandangan/doktrin ini dapat menjelaskan ide-ide dengan
diberikan pemahaman-pemahaman hukum, konsep
hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan
permasalahan.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Studi Kasus menurut Deddy Mulyana adalah “uraian
dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek
seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi
(Komunitas), suatu program atau suatu situasi sosial.”3?
berdasarkan pendapat di atas pendekatan kasus dalam
penelitian ini yaitu menganalisis untuk dapat menjelaskan
secara komprehensif terhadap pemecahan sertipikat yang
diwarisi oleh pewaris atas perpindahan Haknya diatur

dalam Pasal 111 PP No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan

32 deddy mulyana. 2018. metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, hlm. 247.
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Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

a. Bahan Hukum Primer yang meliputi :

1.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentan Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor &5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2021 Tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan
Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pajak Daerah.
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu “bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
seperti hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum
dan bahan yang diperoleh dari internet dan seterusnya”.
bahan yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan
peranan Notaris, Adanya bahan hukum sekunder inilah
yang akan membantu penulis memahami atau
menganalisis bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian
Penelitian ini mengunakan metode penelitian yang
datanya diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku,
dokumen resmi, publikasi penelitian. Alat pengumpulan data
yang digunakan : bahan kepustakaan bahan hukum, kamus
Bahasa indonesia, internet dan refrensi yang berkaitan
dengan Peranan Notaris dan PPAT dalam Pemecahan
Sertipikat waris sampai beralihnya Hak atas kepemilikan dari
pewaris ke ahli waris setelah di keluarkan nomor PPAT.
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Penelitian
Teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan
menginventarisasi bahan hukum seperti asas-asas

perundangan dan hirarki perundang-undangan dan
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menyusun beberapa penyataan secara sistematis dan
mengintegrasikan dengan tujuan dapat memperoleh
pemahaman terhadap permasalahan dalam penelitian ini.
. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Pengolahan bahan hukum penelitian ini dilakukan
dengan kualitatif yaitu menguraikan bahan-bahan hukum
dalam penelitian ini. Analisa dilakukan dengan menggunakan
dengan penafsiran hukum berupa penafsiran otentik (resmi)
dari pembentukan undang-undang dan penafsiran sistematis
dengan cara mengaitkan isi norma pengaturan hukum yang
satu dengan yang lain.
. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan
menggunakan metode berfikir deduktif. Penalaran hukum
secara deduktif, dilakukan dengan menempatkan nilai-nilai,
asas-asas dan norma-norma hukum positif khusunya dalam

perundang-undangan yang berlaku.
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